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II1.

MEMASYARAKATKAN SISTEM KAMTIBMAS
UNRTUK KEPERLUAN PEMBANGUNRAN

PENDAHULUAN

Sebagaimansa diamanatkan GBHN 1993 kita
menyadari bahwa "penyelenggaraan pertahanan keamsnan
negara vyang mencakup keseluruhan daya mampu bangss
dan nedara disusun, disispkan dan dikershksn secsara
terpadn dan terkendali serta didasarkan pada
keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak kensal
menyerah dan dijiwai keyakinan akan kebenaran
Parncasila dan Undang-Undang Dazmar 1845,
Ditegaskan Juga sagar komponen keknatan pertahanan

keamanan negars perlu lebih ditata secars bertahap

dan selektif terutams komponen dasar dan komponen -

khusus, Oleh karena itu pembangunan perlindungan
mnasyarakat ditujukan pada terwujndnya kemampuan
masysrskat dan kRetshanan serts kemampuan linghkungan
untuk secara swadsya aktif wenanggulangi dan &ataun
memperkecil akibat malapetaks yang ditimbulkan oleh
bencana slam, tindak kejahatan dan sebagainya.
Masslahnys sekarang adslsh cara-cars apa saja di
dalam upaya memasyarakstkan Sistem Kamtibmas Swakarsa
sesuai dengaN KEPERLUAN PJP IT ?.

SISHANKAMRATA DALAM PJP II

Sisten Pertahanan FKeamanan Rakyat Semests
(Sishankamrata) sebagai perwujudan upaya penyelsngga-
raan Pertahanan Keamanan Negara (Hankam Negsars) telah
dihadirkan melslui Undang-Undang Ho. 20 Tahan 1882
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan

Regara.




Bagaimana arah dan bentuk pembinaan dan pengem-
bangan Sishankamrata dalam PJP II, akan sangat ter-
gantung pads para anggapan dan proyeksi mengenai
bentuk, sifat dan intensitas tantangan, ancaman,
hambatan dan gangguan (TAHG) yang diperkirakasn akan
dihadapi bangsa Indonesia.

Globalisasi informasi yang menynguhksn berbagsai
nilai paham, dan bahkan kepentingan di selurnh aspek
kehidupan @ ideclogik politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan, pada gilirannys mendorong
kebutuhan untuk selalu meningkatkan ketahanan
nasionsal bangsa Indonesia, termasuk kesispan
Sishankamrata-nya.

Bentursn kepentingan yvang padsa tingkat tertentu
dan karena s=zebab tertentu cenderung menampilhkan
potensi konflik, terutama vang terjsdi di sekitar
Negara Kesatuan Republik Indonesis stau kawasan di
gsekelilingnya, perlu selslu diwaspadail. Besar &atan
kecil, langsung atsu tidak landsung, pada akhirnya
akan memberi pengaruh terhadap kebutuhan pemantapan
Sishankamrata.

Maraknya berbagai paham mengenail demokrasi, hak
gzasi dsn  linghungsan hidup, di satu sisi dapsat
memperkaya pandangan, sikap dan perilaku bangsa
Indeonesis dalam penyelengdaraan kehidupan nasionsl di
bidang-bidang tersebut. Tetapi di sisi lain,
penerapan ketiga paham tersebut secara bulat-bulat
dan semata-mata bertolak dari sistem nilail dan budaya
vang ssing bagi bangsa Indonesgia, Jjuga berpotensi

menmunculkan kerawasnan dalam kehidupan nasional.

Selain ketigas fzktor tadi, upava pembinaan dan
pengembangan Sishankamrata dipengaruhi puls oleh
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berbagail faktor dinamikas internal, yang justru timbul
dan berkembang seiring dendan pesatnya pelaksansan
pembangunan nasional dan kemajuan tingkat kehidupan
vang dihasilkan. Pluralitas bangsa dan ragam busaya
vang melingkupinya, dalam hkeadaan tertentu dapat
berubah menjadi titik rawan bila dihadapkan dengan
berbagai perkembangan atan perubahan tadi.

Kewaspadaan terhadap hal-hal tersebut, sskali
lagi menunjukhkan bahwa persstuan dan kesatuan bangsa
dan neghra, memang merupakan cita-cita yang perlu
terus diunsshaksn perwujudannya dan dipelihars s=secara
seksama. Semuanysa, baik faktor-faktor luar maupun
internal, merupakan kendals dan pelusng yang benar-
benar haruse dipertimbanghksan dalam upsya pembinaan dan
pengembangan Sishankamrata.

Dengan memperhatikan kondisi pengelolaan
Sishankamrata selama ini, msaka memasuki PJP 1II,
kebijaksanaan dan strategi pembinaan dan pengembangan
Sishankamrata perlu diarahksn pada pemantapan persep-
51 dan a=apabila perlu mempertimbangkan pembenahan
konsepsi yang terkandung dslam sistem tersebut .
Perwujudannys, lebih diarahkan pada keserasian pende-
katan kesejshtersan dan keamsnan dalam penyelenggsa-
raan kehidupan nasional.

Prioritas diberikan pada upaya penjabaran dan
perujudan komponen-komponen terutama Rakyat Terlatih
(Komponen Dasar) dan Perlindungan Masyarakat
{Komponen Khusus), dalam peraturan perundang-undangan
yvang diperlukan.

Terhadap Komponen Utams, kebijaksansan disrah-
kan dan strategi dititikberatkan untuk mengujudkan
ABRI vyang profesional, efektif, efizien dan modern.
Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan
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POLRI dalam ranghka penanganan masslah Kamtibmas.
Perhatian perlu benar-benar diberikan terhadap maslah
Kamtibmas ini. Sebab, diluar aspek pertahanan, akibat
dari segals tsntangsan, ancaman, hambatan dsn gangguan
vang dihadapi pada umumnys akan bermuara dan tampil
sebagai masalah Kamtibmas.

FPeneguhan posisi, peran dan kewenangan POLRI sehingga
dapat berperan secara lebih efektif, masih perlu
dimantapkan dalam penjabaran konsepsi dan pelaksansan
Sishankamrsata.

Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan
Komponen Pendokung, hkebijaksanaan dan strategi
diarahkan psads uvpaya peninghkatan dan pemanfaatan
seluruh sumber days nasional di berbagai daerah
sehingga secara efektif, efisien, dan terpadu mampu
mendukung perwujndan Sishankamrsats secara wutuh dan
menyeluruh, serta mampu mendorong interaksi yang
lebih positif di antarsa unsur-unsur dalam hkomponen
tadi, ataupun diantara komponern-komponen dalam sistem
tersebut .

ITI. PETA SITUASI KHALAYAK IRDONESIA

A. Umum

Iraian tentsang pets distribusi khalaysk di
Indonesias akan memudahkan kita untuk mengadaksn
evaluaéi tentang khalayak Indonesis dari berbagai
sisi : demografi,pendidikan, kota-desa dan budaysa/
etniz. Dari sisi inlah diketahui hingga beraps
jauh Sistem Penerangsn Nasional telah memenuhi
keperluan masyarakat Indonesia.
Besar kecil pengaruh yang ditimbulkan media, serta
efektivitss media, amat tergantung dari khalayah.
Karena khalayask tumbuh dan berkembang secara
dinamis, baik Jjumlahnya wmanpun kualitas daya
pikirnya, mass mediz harus menyesuaikan diri
dengan perkembangan tersebut.




B. 8igi Demografi

Peta distribusi hkhalayak Indonesis dari sisi

demografi dapat dijelashan sebagsai berikut

1. Pertumbuhan penduduk vang relatif masih tinggi.

2. Persebaran penduduk antar daerah yang kurang
gseimbang.

3. Kualitas kehidupan pendﬁduk dan masyvarakat yang
masih perlu ditinghkatkan.

Berdassrkan sensus 1890, penduduk Indonesia
berjumlah 178.378.000 orsng. Dari Jjumlah itu
penduduk wanits 873.000 lebih banyak dari penduduk
pria (50,30 ¥ : 48,70 %). Jika dibandingkan dengan
negara-negara lain di dunia, Indonesia menempsati
tempat ke empat dalam jumlsh pendudug terbesar di
dunia, setelah RRC, India dan Ameriks Serikat.

Mengenai penyebarannya, dari 179 juta
penduduk Indonesia, 1lebih dari B0 % (90 Juta)
tinggal di pulau Jawa, yang luasnya 86,89 % dari
wilayah Indonesia. Penduduk Indonesisa 69,1%
tinggal di dasrah perkotaan. Di lihat‘ darin
sisivmur, penduduk Indonesis kelompok umur O - 15
tahun berjumlsh 75.850.580 atan 43,29 ¥ dari
jumlah penduduk seluruhnys.

Khalayak Kota dan dess

Garis-garis Besar Haluan Negars menyebut 7

5288 Pembanguanan NHasional. Asas ke empat adalah
"Asas Adil dan Mersata” yvang menyatakan

...... bahwa penbangunen nasional yang dise-

lenggarakan sebagai wusaha bersama, harus

merata di semua lapissan masyarakat dan diselu-

rubh wilayah tanah air di msan setiap warga

negara berhsak memperoleh kesempatan berperan




dan menikmati hasil~-hasilnya secara adil
sesuai dengan nilai-nilal kemanusiaan dan
darma baktinyas yang diberikasn kepada bangsa
dan negara (TAP MPR 1883).

Asas itu antara 1lain menekankan pemerstaan
pembangunan di desa dan kota, termasuk akses

informasi s=sebagai salah sstu pranats pembangunan
terpenting.

Sensus Penduduk Tahun 1980, menunjukkan 69,1
% dari seluruh penduduk Indenesis, tinggal di
daersh pedessan dan 30,9 ¥ tinggal di wilaysah
perkotasn. Mengingat kondisi budaya, sosial,
ekonomi dan politik kawasan pedesaan berbeda
dengan kawasan perkotaan, pertimbangsasn ini hsarus
diperhitungkan jikalau kita hendak  berbicara
mengensai sistem penerangan nasionsl.

Akibsat proses pembangunan selamna lims
Pelita, komposisi penduduk pedesaan dan kota
berubash secara menyolok. Pada awal Pelita I,
komposisi penduduk perkotaan dan pedesasn adliah
20 ¥ : 80 5. Komposisi ini berubah pada skhir
Pelita V, menjadi 30,8 % : 68,1 ¥. Sementara itu
berkembangnya kota-kotsa, karena proses industris-
lisasi dan perluasan, telah merubah komposisi
daserah perkotasan dan pedeszan menjadi lebih besar
1=agi.

Proses perpindahsan penduduk desa ke kota,
disebut urbanisasi. Sifat perubshan perilaku dari
masyarakat desa ke kota disebut urbanisme. Arus
urbanisme tidak hanya terjadi karensa perpindahan
secars fisik penduduk dess ke kota, tapi Jjuds bilsa
terwujud cleh perubsahan tata hidup masyarskat desa
setelah berkembangnya pendidikan dan jumlsh ansak-
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anakh terdidik, masuknya listrik, radio, televisi,
kendaraan bermotor dan peranghksat teknologi modern
lainnya beserta ordanisasi yang menyertainysa.

Penetrasl teknologi dan informasi ke daerah
pedesasan amat besar pengaruhnya terhadap perubshan
perilaku masyarakatnya. Besar kecilnya pengaruh
itun amat tergantung pada kondisl setisp desa yang
berbeda satu dengan lainnya. Departemen Dalam
Negeri membagi kualifikssi desa di Indonesia dalam
tiga kategori
1. Desa Swadaya, desa yang penduduoknya masih hidup

dalam suasana adat dan belum banyak berhubungan
dengan masyarakat di luar desanya. Kemampuan
desa swadaya untuk membsngun masih berads dsliam
taraf rendsh. '

2. Desa swakarya, desa ysng sudah mampu menimbul-
kan sikap untuk membangun dan mempunyai
kekuatan sosial untuk melshsanakan pembsngunan.

3. Dess swasembads, desa yang sudsh bersikap
terbuka terhadap perubahan-perubahan sosial
yvang dibawakan oleh pewmbangunan, menpunysi
pemerintahan dega yang mampu mengantarkan
program penbangunan kepads masyarskat. Desa
swasembada mempunysi sumber alsm sertas sumber
days manusia yang dapst dijadikan pendukung
pembangunan. Kemampusn ekonominya berasal pada
taraf vang tinggi.

Berbeda dengan pendudak daerah pedessasan,
masyarakat daerah perkotaan lebih cepat
mengadaptasi perubshan nilai-nilai sosial. Mereka
mempunyai akses informasi yang lebih besar, lebih
baik tingkat pendidiksnnya, dan 1lebih lengkap
fasilitas komunikasinysa dibanding daerah pedesaan.
Sementara itu disini lsin, karena hubungan santar
individu secars kekeluargsaan amat rengdang, mereks




menjadi mudsh terpengaruh oleh informasi dari
lvar. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di
daerah perkotaan makin lama makin besar. Menurut
BPS, hkomposisi penduduk perkotaan dan pedesaan
vang sekarang situasinya adalah 39,9 % berbanding
80,1 %, skan berubah menjsdi 50% : 50% pads awal
abad ke 21, tujuh tahun dari sehkarang dan 860%
40% pads akhir PJP II.

Khalayak Budays/FEtnis

Mengkaji mengenai Sistem Penersngan Nasional
harus memperhitungkan Jjuga aspek budaya dan etnis
Indonesia yang terdiri dari rstusan etnis yang
memiliki adat istiadat dan kebudayasan vang
berbedsa. Kebudaysan yang sangat heterogen ini
‘menyulitkan upaya kampanye penerangan, karens
masing-masing mempunyai persepsi dan interpretasi
vang berbeda terhadap pesan-pesan penerangan yang
disampaikan, sesual dengan nilai budaysa vang
dianut. Adsa tiga tingkat nilai budaya di
Indonesia, kalan kitas kaitkan dengan upaysa
perubahan dari
1. Budaya Pro-figuratif, terdaspat pads suku bangsa

atan kelompok masyarahat vang masih memegang
teguh nilai-nilal tradisional yang masih asli
dan umumnysa tertutup dsri pengaruh luar.

2. Budaya Ko-figuratif, suatu tahap di nana
terdapat peralihan dari norma-norma tradisional
oleh pengaruh dari luar.

3. Budaya Pasca figuratif, suatu tahap di mana
telah terjadi pengaruh yang sangat besar hinggs
nilai-nilai tradisional telah berkurang satau
hilang samz sekali.

Ferbedasan itu wmenuntut pendekatan vang
berbeda pula. Pada taraf Pro-figuratif misalnya,
komunikasi pembangunan akan berhasilapabilsa




dilskukan sepenuhnys atau sebahagian besar meallui
forum tatap muaks.

Ehalayak yang memiliki budaya Ko-figurstif,
uvmamnya tinggal di kawasan yang telah tersentuh
oleh mass media dan sarana komunikasi lainnys.
Pada tingkat budays ini komunikasi pembangunan
akan efektif apabila dilaskukasn dalam proporsi vang
sama santara hkomunikasi melzlui mass mediz dan
komunikssi tatap muka.

Masyarakat yang berbudaya Pasca figuratif,
amat mudah dipengaruhi secars langsung oleh mass
media. Khalaysk kelompok ini umumnyas tinggal di
daerah perkotazn vyang telah tersentuh oleh
industrialisasi.

iv. PERNUTUUP
A. Kesimpulan

Demikianlah beberapa pohok masalah vang
dapat ssyz ssampaiksn dalam forum sarasehan ini
dengan suatan Yesimpulan bsahwa "Memasysarakthkan
Sistem Kamtibmas Swaksarsa sesuai dengan keperluan
Pembangunan dalam PJP 11", santara lain daspat
dilakukan melaluil cara-cara
1. Memperhatikan tantangan dan peluang pembangunan
di berbagai aspek kehidupan masyarakat dslsam
PJP II, khususnys yang berpengaruh langsung
terhadap transformasi nilai-nilai sosial
budaysa.

2. Secars optimal memanfaatkan jalur media masss,
baik media cetak maupun media eletronika.

3. Secara persuasif dan eduksatif menerapkan Jjalur
komunikasi sosial.

4. Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan
kemajuan teknologi informasi sebagai bagian
dari komuanikasi global.
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5. Di dalam implementasinya Kamtibmas Swakarsa
adalah sebagai sub sistem dari SISHANKAMRATA.

6. Memperhitungkan pranatas dari jalur organisasi
atan lembaga sosial masyarakat ysng sudah ada
di pedesasn. .

7. Memperhatiken sasaran khalayak yang tepat agar
dapat menunjaig keberhasilan progarm Kamtibmas
Swakarsa.

. Saran

Mengingat keberhasilan sistem Kamtibmas
Swakarsa ini tergantung dari: adanya partisipasi
gosial (social participatiob), maka realisasinya
'perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berihkut .
1. Socisl Understanding
Tahap memberikan pengertian~pengertian tentang
pentingnya Kamtibmas bagi semua pihak. .

2. Social Confidence
Lebih meyakinkan semua pihak bahwa - Ramtibmas
adalah bagian tak terpisahkan dari kepentingan
magyarakat.

3. Social Responsibility
Bahwa masalah Kamtibmas bukan hanya merupahkan
tanggung Jjawab pemerintah stsupun POLRI semata-
mata, titapi merupakan tanggung jawab masyara-
hat secara menyeluruh.

4. Social Control ,
Sistem Kamtibmas disamping sebagal subyek Jjuga
sebagai obyek pembinasn yang secaras terus
menerus dan setiap sasat senantissa perlu
menerima saran serta kritik yang gsifatnya
membangun. '

5. Bocial Participation
Setelah melalui heempat tahap tersebut barulah
akan tercipta keikutsertaan masyarakat secara
optimal terhadap Sistem Kemtibmas tersebut.



